
a. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 
Tahun 2009 tentang Pajak Oaerah dan Retribusi Daerah, maka 
dipandang perlu mengatur retribusi rumah potong hewan dalam 
rangka mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang penting 
guna membiayai penye1enggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten 
Lampung Selatan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud daiarn 
huruf a diatas, periu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi 
Rumah Potong Hewan; 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang 
Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 
Tatum 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 11 termasuk 
Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan 
Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1821 ); 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun '1981 Nomor 76, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbencaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemer 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perneriksaan, 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nemer 66, Tamoahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400). 

BUPATJ LAMPUNG SELATAN, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

RETRJBUSI RUMAH POTONG HEWAN 

TENT ANG 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 
NOMOR 09 TAHUN 2012 

Mengingat 

Menimbang 



6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undanq- 
Undang Nomor 12 Tanun L:u08 (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan l.ernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4548); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(l.ernbaran Negara Republ1k Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan 
Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Repub!ik Indonesia Tahun 
2009 Nornor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5015); 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tanun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 130, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5049); 

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) 
sebagaimana teiah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 
Tahun 201 O (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5145); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4578); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pernerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

14. Peraturan Pemerintah Nornor 69 Tahun 201 O tentang Tata Cara 
Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 119, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5161); 



Dalam Peraturan Oaerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai 
Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan. 

3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung 
Selatan. 

5. Dinas adalah Dinas Peternakan Kabupaten Lampung Selatan. 

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Lampung 
Selatan. 

Pasal 1 

SABI 
KETENTUAN UMUM 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG 
HEWAN. 

MEMUTUSKAN: 

BUPATI LAMPUNG SELATAN 

dan 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nornor 04 Tahun 
2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung 
Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 
2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung 
Selatan Nomor 04); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 
2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat 
Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Lampung Selatan Nomor 25 Tahun 2011 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 25). 

' I 



7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan 
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan 
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, 
perseroan lainnya, Sadan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Sadan 
Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, 
firma, kongsi, koperasi, dana pensiun Persekutuan, Perkumpulan, 
Yayasan organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi 
lainnya, lembaga dan bentuk lainnya termasuk kontrak investasi 
kofektif dan bentuk usaha tetap. 

8 Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah 
dengan Menganut Prinsip Komersial karena pada dasarnya dapat pula 
disediakan ofeh Sektor Swasta. 

9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan 
Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu 
yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah 
untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 

1 O. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari 
siklus hidupnya berada di darat, air dan/atau udara baik yang 
dipelihara maupun yang dihabitatnya. 

11. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan 
sebagai penghasil pangan, nahan baku industry, jasa, dan/atau hasil 
ikutannya yang terkait dengan pertanian. 

12. Hewan Potong adalah Sapi, Kerbau, Kuda, Kambing, Domba, dan 
Babi. 

13. Unggas adalah jenis hewan ternak yang berkaki dua dan berparuh 
yang dimanfaatkan daging maupun telurnya. 

14. Rumah Pemotongan Hewan adalah suatu bangunan atau kornpleks 
bangunan beserta peralatannya dengan desain yang memenuhi 
persyaratan sebagai tempat menyembelih hewan antara lain sapi, 
kerbau, kambing, domba, babi, dan unggas bagi konsumsi 
masyarakat. 

15. Daging adalah semua daging hewan potong kecuali tanduk, kuku, kulit, 
dan bagian-bagian lain yang tidak dikonsumsi rnanusia. 

16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut 
Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan 
pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi 
tertentu. 

17_ Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan 
batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan 
perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan. 

18. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat 
disingkat SPdORD, adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi 
untuk melaporkau data objek Retribusi sebagai dasar Penghitungan 
dan Pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan 
Perundang-undangan Retribusi Daerah. 



(1) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pe!ayanan penyediaan 
fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan 
pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotonq, yang 
disediakan, dimiliki, dan/atau diketola oleh Pemerintah daerah. 

Pasal 3 

Pasal2 

Dengan Nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi atas 
setiap atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan oleh 
Pemerintah Daerah. 

BAB II 
NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK RETRIBUSI 

19. Surat Setoran Retribusi Daerah. yang setanjutnya disingkat SSRD, 
adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah 
dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan 
cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh 
Bupati. 

20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya di sebut SKRD adalah 
surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang 
terutanq. 

21 . Surat Ketetapan Retribusi Daerah lebih Bayar, yang selanjutnya dapat 
disingkat SKRDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan Jumlah 
Kelebihan Pembayaran Retribusi Karena Jurnlah Kredit Retribusi Lebih 
Besar daripada Retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya 
terhutang. 

22. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat dismqkat STRD adalah 
Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi adminitrasi 
berupa bunga dan/atau denda 

23. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan 
terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan SKRDLB 
yang diajukan oleh Wajib Retribusi. 

24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, 
mengumpulkan dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan 
pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka 
melaksanakan ketentuan pengaturan perundang-undangan retribusi 
daerah. 

25. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalan 
serangkaian tlndakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri 
Sipil yang selanjutnya dapat diseout penyidik, untuk mencari serta 
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak 
pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan 
tersangkanya. 

26. Kas daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Lampung Selatan. 



(1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. 

Pasal8 

(1) Prinsip dan sasaran dalarn penetapan besarnya tarif retribusi 
dldasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. 

(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan tersebut dilakukan 
secara efisien dan berorientasi pada harga pasar 

Pasal 7 

BABV 
PRINSIP DAN SASARAN 

DALAM PENETAPAN BESARNYA TARIF 

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis ternak dan pelayanan, 
yang diberikan di rumah potong hewan. 

Pasal6 

BABIV 
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA 

Pasal5 

Retribusi Rumah Potong Hewan digolongkan dalam Jenis Retribusi Jasa 
Usana. 

BAB 11/ 
GOLONGAN DAN JENIS RETRIBUSI 

Pasa/4 

(1) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh 
pelayanan dan/atau menikmati/memakai fasilitas rumah potong hewan 
yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola olen Pemerintah Daerah. 

(2) Subyek retribusi sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) adalah wajib 
retribusi. 

(2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah pefayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan 
ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD 
dan pihak swasta. 



BAB VII 
WILAY AH PEMUNGUTAN 

Pasal 10 

Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut di wilayah Kabupaten Lampung 
Selatan. 

: Rp 500,00,-/ kg 
: Rp 500,00,-/ kg 
: Rp 100,00,-/ kg 
: Rp. 25,00,-/ kg 

a. sapi, kerbau, kuda 
b. babi 
c. kambing/domba 
d. ayam/unggas 

(5) Biaya retribusi pemeriksaan dagingikarkas yang berasal dari luar 
daerah yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan telah diperiksa 
oleh petugas yang berwenang di daerah asal: 

(2) Biava pemakaian kandang (per ekor) : 

a. sapi/kerbau Rp 15.000,00,- 
b. babi : Rp 10.000,00,- 
c. kambing/domba : Rp 5.000,00,- 

(3) Biaya pemakaian tempat pemotongan (per ekor) : 

a. sapi/kerbau Rp 10.000,00,- 
b. babi Rp 5.000,00,- 
c. kambing/domba Rp 5.000,00,~ 
d. ayam/unggas Rp 50,00,- 

(4) Biava tempat untuk pelayuan (per ekor) : 

a. sapi/kerbau Rp 10 000,00,- 
b. babi : Rp 5.000,00,- 
c. kambing/domba : Rp 5.000,00,- 

Rp 25.000,00,- 
Rp 15.000,00,- 
Rp 10.000,00,- 
Rp 150,00,- 

a. sapi/kerbau 
b. babi 
c. kambing/domba 
d. ayamiunggas 

BABVI 
STRU KTUR DAN BESARNYA T ARIF 

PasaJ 9 
(1) Biava pemeriksaan hewan/unggas per ekor sebelum dipotong 

(antemortem) dan sesudah dipotong (postmortem) adalah sebagai 
berikut: 

(2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan 
perekonomian. 

(3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) 
ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 



Pasal 15 

(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan. 

(2) Retribusi dipungut dengan rnenqqunakan SKRD atau dokumen Jain 
yang dipersamakan. 

(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. 

(1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 
(1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau 
dokumen lain yang dipersamakan. 

(2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain 
dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih 
lanjut dengan Peraturan Bupati. 

BABXI 
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMP"T PEMBAYARAN, 

ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN 

Pasal 14 

(1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD. 

(2) SPdORD sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) pasal ini diisi dengan 
jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau 
kuasanya. 

(3) Bentuk, isi. serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD 
sebagaimana dirnaksudb pada ayat (1) diatur lebih Ian jut dengan 
Peraturan Bupati. 

Pasal 13 

BABX 
SURAT PENDAFTARAN 

(1) Retribusi terutang terjadi pada saat ditetapkannya SKRD atau 
dokumen lain yang dipersamakan. 

(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan. 

Pasal 12 

BABIX 
SAAT RETRIBUSI TERUTANG 

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan. 

Pasal 11 

BAB VIII 
MASA RETRIBUSI 



Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau 
kurang membayar, dikenakan sanksi adrninistrasi berupa bunga dan/atau 
denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang 
ata.: kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. 

Pasal 18 

BAB XIII 
SANKS! ADMINISTRASI 

(1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan 
dengan menggunakan STRD. 

(2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
didahului dengan surat teguran. 

(3) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai 
tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 
(tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran. 

(4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/surat 
peringatan/surat lain yang sejenis diterima oleh subyek retribusi, 
subyek retribusi wajib melunasi retribusi yang terutang. 

(5) surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang 
ditunjuk, 

(6) Tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran diatur dengan 
Peraturan Bupati. 

Pasal 17 

BABXll 
PEN AG I HAN 

(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus. 

(2) Retribusi yang terutang di!unasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) 
hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen rain yang 
dipersamakan. 

(3) Tata cara pernbavaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi 
akan diatur dengan Peraturan Bupati.akan diatur lebih lanjut dengan 
Peraturan Bupati. 

Pasal 15 

(4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disetor secara brute ke Kas Oaerah. 



(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, 
kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditarnbah 
imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 
(dua betas) bu/an. 

(2) lmbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak 
bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB. 

Pasal 2-1 

(1) Bupati da/am jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat 
Keberatan diterima harus memberi Keputusan atas keberatan yang 
diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan. 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk 
memberikan kepastian hukum bagi wajib Retribusi, bahwa keberatan 
yang diajukan harus diberi Keputusan oleh Bupati. 

(3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menenrna seluruhnya 
atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang 
terutang. 

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat 
dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang 
diajukan tersebut dianggap dikabulkan. 

Pasal 20 

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau 
pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang 
dipersamakan dan SKRDLB. 

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan 
disertai alasan-alasan yang jelas. 

(3) Dalarn hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan 
retribusi, Wajib Retrlbus1 harus dapat membuktikan ketidakbenaran 
ketetapan retribusi tersebut. 

( 4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak 
tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDLB 
diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa 
jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya 

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, 
sehingga tidak dipertimbangkan. 

(6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi 
dan pelaksanaan penagihan retribusi. 

Pasal 19 

BAB XIV 
KEBERATAN 



(1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat 
Perintah Membayar Keiebihan Retribusi. 

Pasal24 

(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan 
secara tertulis pada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan: 
a. nama dan alamat V\/ajib Retribusi; 
b. masa retribusi; 
c. besarnya kelebihan pembayaran;dan 
d. alasan singkat dan jelas. 

(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi 
disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat. 

(3) Bukti peneriman oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos 
tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati. 

Pasal23 

(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat 
mengajukan permohonan pengembalian kepada bupati. 

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak 
diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan. 

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah 
dilampaui dan bupati tidak memberkan suatu keputusan, permohonan 
pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB 
harus diterbitkan dalam jangka waktu paring lama 1 (satu) bulan. 

(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan 
pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung 
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut. 

(5) Pengembalian kelebrhan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan dalarn jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan 
sejak diterbitkannya SKRDLB. 

(6) Jika pengemballan kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 
jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 
% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan 
retribusi. 

(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi 
sebagaiamana dirnaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan 
Peraturan Bupati. 
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BAB XV 
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN 



(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi dinyatakan kedaluwarsa 
setelah melampaui 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya 
Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di 
bi dang retribusi. 

(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1 ), tertangguh apabila : 

a. diterbitkannya Surat Teguran atau Surat Paksa; dan 

b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung 
maupun tidak langsung. 

BAB XVIII 
PENGHAPUSAN PIUTANG 

RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA 
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(1) lnstansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi 
insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. 

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati yang mengacu 
pada Peraturan Pemerintah. 
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BAB XVII 
INSENTIF PEMUNGUTAN 

( 1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pernbebasan 
retribusi. 

(2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Wajib Retribusi, antara lain 
pengangkutan, korban bencana alam, evakuasi dan pelayanan sosial 
lainnya. 

(3) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan 
retribusi sebagaimana dirnaksud pad a ayat (1) diatur lebih Ian jut 
dengan peraturan Bupati. 

BAB XVI 
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN 

PEMBEBASAN RETRIBUSI 

Pasal 25 

(2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang 
retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4). 
pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti 
pemindahbukuan iuqa berlaku sebagai bukti pembayaran. 



(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu dilingkungan Pemer!ntah 
Oaerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk rnelakukan 
penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Oaerah dan Retribusi, 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai 
Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh 
pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- 
undangan. 

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksuo pada ayat 1 (satu) 
adalah : 
a. menerima, mencari, mengumpulkan dan menellti keterangan atau 

laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar 
keterangan atau laporan tersebut menjadi lenqkap dan jelas: 

b. meneliti. mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang 
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan 
sehubungan dengan tindak pidana retribusi ; 

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau 
badan sehubunqan dengan tindak pidana dibidang retribusi; 

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen 
lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi; 
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BAB XIX 
PENYIOIKAN 

( 1) Piutang Retribusi yang tidak mung kin d itagi h lagi karena hak untuk 
melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. 

(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang 
sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) Tata cara penghapusan piutang retrlbusi yang suclah kedaluwarsa diatur 
dengan Peraturan Bupati. 

Pasal28 

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Tequran sebagaimana dirnaksud pada ayat 
(2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya 
Surat Teguran tersebut. 

( 4) Pengakuan utang ,· _ · -;:~:~--: ;'.:':::?C-Jra langsung sebagaimana d irnaksud 
pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya 
menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum 
melunasinya kepada Pemerintah Daerah. 

(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan 
permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan 
keberatan oleh Wajib Retribusi. 



Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Retribusi yang masih 
terutang berdasarkan Peraturan Daerah yang lain, sepanjang tidak dratur 
dalam Peraturan Daerah ini masih dapat ditagih selama jangka waktu 3 
(tiqa) tahun terhitung sejak saat terutanq. 
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BABXXI 
KETENTUAN PERALIHAN 

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga 
merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 
3 (tiqa) bulan atau denda paling banyak 3 (tiqa) kali jumlah Retribusi 
yang terutang yang tidak/kurang dibayar. 

(2) Tindak Pidana sebagaimana dirnaksud pada ayat (1} adalah 
Pelanggaran. 

(3) Denda sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan 
negara. 
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BAB XX 
KETENTUAN PIDANA 

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti 
pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta 
melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut; 

f. meminta bantuc.:··. > nagc:1 ~:ir.!i dalarn rangka peiaksanaan (ugas 
penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan 
Retribusi; 

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan 
ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung 
dan memeriksa identitas orang, dan/atau dokumen yang dibawa; 

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana 
Perpajakan Daerah dan Retribusi; 

1. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa 
sebagai tersangka atau saksi; 

J. menghentikan penyidikan;dan/atau 

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan 
tindak pidana dibidang retribusi sesuai dengan ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan. 

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu} memberitahukan 
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya 
kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Palisi Negara 
Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur da/am 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 



ERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2012 NOMOR _ _.~=~~~~~~~ ~...,~.,,-,._~..::i.~o.;, 

NO PAi?.AF KOORD\f.!ASl 
LEMBARAN 

N LAMPUNG SELATAN, 

Diundangkan di Kalianda 
pada tanggal 20 Januari 

SEKRETARIS DAERAH KABUP v_ 

RYCKO ~NOZA SZP 

Ditetapkan di Kalianda 
pada tanggal 20 Jaltua.ri 2012 

BUPATI LAMPUNG SELATAN, 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalarn Lembaran Daerah 
Kabupaten Lampung Selatan. 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah 
Kabupaten Lampung Selatan Nornor 41 Tahun 2000 tentang Retribusi 
Rumah Potong Hewan (Lernbaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan 
Tahun 2000 Nomor 41, Tarnbahan Lembaran Oaerah Kabupaten Lampung 
Selatan Nomor 41) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
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Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Oaerah ini, sepanjang 
mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan 
Bupati. 

BAB XXll 
KETENTUAN PENUTUP 
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